
PEMERINTAB KABUPATEN DAERAB TINGKAT II 

S ID·O ARJO 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIPOARJO 
NOMOR : 4 TAHUN 1997 

TENTANG 
BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL 

KABUPATEN OAERAH TINGKAT II SIOOARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIOOARJO 

Menimbang 

~... 
~ .f 

Mengingat 

: a. 	bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil 
sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum 
seseorang. maka pelayanan Catatan Sipil perlu 
ditingkatkan ; 

b. 	 bahwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf a 
konsideran menimbang ini. serta menunjang 
pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada 
Oaerah Tingkat II berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan 
Sebagaian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua 
puluh enam) Oaerah Tingkat II Percontohan. maka . 
dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Pelayanan 
Catatan Sipil Kabupaten Oaerah Tingkat II 
Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

: 1. 	Staadsblaad Tahun 1917 Nomor 130 Juncto 
Staadsblaad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen 
Catatan Sipil Juncto untuk Golongan Cina ; 

2. 	Staadsblaad Tahun 1920 Nomor 751 Juncto 
Staadsblaad tahun 1927 Nomor 564 tentang 
Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan 
penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ; 

3. 	Staadsblaad Tahun 1933 Nomor 75 Juncto 
Staadsblaad Tahun 1936 Nomor 607 tentang 

Reglemen Catatan Sipil untuk 
Nasrani Jawa. Madura. Minahasa. 
dan Banda tanpa Pulau-Pulau 

Serua ; 
4. 	Staadsblaad Tahun 1949 Nomor 25 

Orang Indonesia 


Ambon. Saparua 

Teun. Nila dan 


tentang Reglemen 

Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka 
yang dipersamakan ; 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ten tang .Peraturan lJmum Retribusi Daerah • 
6. Undang- Undan . NOMOr 1 Tahun 1974 tentang .
PerkaNinan .. 
7. Undang-Undang HOJRor 5 Tahun 1974 tent ang Pokok­

,. .... 	 Pokok .Pe.erintahan di Daerah ; 
8. 	Peraturan Pemerintah HaMor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Und ng-Undang Hotllor 1 1·ahun 1974 

tentang Perkawinan ; 
9. 	Peraturan Pe.nerintah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 
Vartikal di D erah ; 

10. 	Peraturan Pecoerintah Notnor 45 Tahun 1992 
tentang Penyelengaraan Otono.i Oaerah dengan 
titik berat pada Daerah Tingkat II ; 

11. 	Peraturan Pe10erint.ah Nomor B Tahun 1995 tentang 
Penyerahan sebagian Urusan PeMerintahan kepada 
26 (dua puluh enaa) Oaerah Tingkat II 
Percontohan ; 

12. Keputusan Henteri Dalam H~eri NoMor 117 Tahun 
1992 tentang Biaya catatan Sipil ; 

13. 	Keputusan M~nteri Oalam Negeri No.ar 105 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan 

-'· ' ,. . 	 Otonomi Daer h pada .Daerah Tingkat II ;
•14. 	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sidoarjo Nomor 2 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II 
Sidoarjo ; 

15. 	Peraturan Oae rah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Ti ngkat ll Sidoarjo. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Sidoarjo 

' 

M e H U T U S K A H : 

Menetapkan : 	 PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II 
SIOOARJO TENTANG BIAYA PELAYAHAN CATATAN SIPIL 
KABUPATEH DAERAH TINGKAT II SIDOARJO. 

BA8 I 


KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalatn Peraturan Daerah ini. yang dimaks.ud 
dengan : 
a. 	Kepala Daerah. adalah 8upati Kepala Daerah 

Tingkat II Sidoarjo ; 

http:dimaks.ud
http:Pe10erint.ah
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b. 	Pemerintah Daerah. adalah Peaerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 

c. 	Dina$ Kependudukan dan Catatan Sipil Oaerah. 
adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 

d. 	Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Oaerah,. adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II 
Sidoarjo ;· 

e. Ak·t .a Catatan Sipil,. adalah akta otentik yang 
berisi catatan lengkap seseorang ~Rengenai 

kelahi:ran,. perkawinan. perceraian, keMatian,. 
pengakuan dan pengesahan anak. pengakatan anak 
dan perubahan nama yang di terbitkan dan disi•pan 
oleh Di nas Kependudukan dan Catatan Sipil Oaerah 
seba~ai Dokumen Negara ; 

f .. Kutipan Akta. adalah catatan pokok yang dikutip 
dari Akta Catatan Sipil dan Merupakan alat bukti 
sah bagi , d iri yang bersangkutan ~~aupun pihak 
.kati ga mengenai kelahiran. _ perkawinan,. 

1 	 percerai-_n. kematian., pengakuan dan pengesahan 
anak .• .pengangkatan anak dan perubahan. nama ; 

g. 	Kuti ·pan Akta Kedua dan seterusnya. adalah 
Kutipan Akta Catatan S-ipil yang kedua dan 
seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Oinas 
Kependudukan dan Cat.atan Sipil Daerah karena 
kutipan akta yang asli ( pe rtaaa ) hilang. rus.ak 
atau ,..usnah setelah dibuk·tikan dengan Surat 

;_~ 	

Keterangan _dari pihak yang berwajib ; 
h. 	Salinan Akta,. adalah salinan lengkap isi Akta 

Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Oinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Oaerah atas 
permintaan pemohon ; 

-· i. Surat Ke,terangan ,. adalah surat yang di terbi tkan 
oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Oaerah 
mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tuga$ 
pelayanan .Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Daerah ; 

•. 

j. 	Tanda Bukti Pelaporan. adalah tanda bukti yang 
diter bitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Oaerah atas pelaporan yang dilakukan Narga 
Negara Indonesia mengenai perkawinan dan 
perceralan bagi yang bukan beragaaa IslaM. 
kelahiran dan keraatian yang telah didaftarkan di 
Luar Negeri ; 

:[ 
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k. 	Mutasi Data Akta-Akta Catatan Sipil, adalah 
penambahan catatan pada kutipan akta-akta yang 
di terbi tkan Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Daerah, karena kelahiran., perkawinan.,perceraian. 
keaatfan. ganti naMa dan kerena pengangkatan 
anak serta pencoretan regester untuk meanbuat 
catatan pinggir Kutipan Akta aslinya baik 
Kelahiran, perkawinan., perceraian, keaatian 
pengakuan anak. 

Akta 
dan 

BA·B II 
BIAYA PENCATATAN 

Bagian Perta~aa 
Biaya Pencatatan Kelahiran 

Pasal 2 

(1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan 
Kelahiran Marga Negara Indonesia adalah : 

Akta 

a. 	Anak Kesatu dan Kedua. sebesar Rp 4. 000.00 
( ..pat ribu rupiah ) ; 

b. 	Anak Ketiga dan seterusnya. sebesar 
~ 

Rp 	8.000,00 ( delapan ribu rupiah ) . 
(2) 	Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 

Kelahiran Marga Negara Asing adalah : 
a. 	Anak kesatu dan kedua. sebesar Rp 15.000,00 

( liaa belas ribu rupiah ) 
b. 	Anak Ketiga dan seterusnya, sebesar 

Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ). 

Pasal 3 
(1) 	Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterus­

nya untuk Marga Negara Indonesia sebesar 
Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterus­
nya untuk Marga Negara Asing sebesar 
Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ). 

Bagian Kedua 
Biaya Pencatatan Perkawinan 

Pa.sal 4 

(1) 	Biaya pencatatan perkawinan Marga Hegara 
Indonesia ditetapkan : 
a. 	Di dalaM Kantor sebesar Rp 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah ) ; 
b. 	Di luar Kantor sebesar Rp 25.000,00 ( dua 

puluh lima ribu rupiah ). 
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(2) 	Biaya pencatatan perkawinan W.rga Negara Asing 
ditetapkan : 
a. 	Di dalam Kantor sebesar Rp 25.000.00 ( dua 

puluh liaa ribu rupiah ) ; 
b. 	Di luar Kantor sebesar Rp 50.000.00 ( liaa 

puluh ribu rupiah ). 

(3) 	Disa.ping biaya tersebut pada ayat (1) Pasal 
ini bagi Marga Negara Indonesia dan pada ayat 
(2) Pasal ini bagi W.rga Negara Asing. yang 
bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan 
Akta Perkawinan : 
a. Marga Negara Indonesia ( 1 set untuk Suuti 

d4n Isteri ) sebesar Rp 4.000.00 ( a.pat 
· ribu rupiah ) ; 

b. 	Marga Negara Asing ( 1 set untuk sua~~i dan 
isteri ) sebesar Rp 15.000.00 ( liMa belas 
ribu rupiah ). 

Pasal 5 

Bagi pencatatan perkawinan yang Mtlebihi 
jangka waktu• 1 ( satu ) bulan sejak tanggal penge­
sahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya : 
a. 	Warga Negara Indonesia di dalaa Kantor 

sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) ; 
b. 	Marga Negara Indonesia di luar Kantor sebesar 

Rp 50.000.,00 ( liiN puluh ribu rupiah ) ; 
c. 	Warga Negara Asing di dalaa Kantor sebesar 

Rp so.ooo.oo ( lima puluh ribu rupiah ) ; 
d. 	Warga Negara Asing di luar Kanto.r sebesar 

RP 100.000.00 ( seratus ribu rupiah ) • 

Pasal 6 

(1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan 
seterusnya untuk Marga Negara Indonesia ( 1 set 
untuk Suami dan Isteri ) sebesar Rp a.ooo.oo 
( delapan ribu rupiah ) ; 

·; 

(2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan 
i·: ,,. 
~; 	

seterusnya untuk Warga Negara Asing ( 1 set 
): . '' untuk Suallli dan Isteri ) sebesar Rp 30.000.00 

( tiga puluh ribu rupiah ). 

. ~·· 
~-· 
~ ·. 

··.. 
' 

............ · 

http:30.000.00
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http:100.000.00
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Bagian Ketiga 
·.r:' 

Biaya Pencatatan Perceraian 

Pasal 7 

(1) 	Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 
Perceraian Warga Negara Indonesia ( 1 set untuk 
Sua•i dan Isteri ) sebesar Rp 25.000.00 (dua 
puluh li.a ribu rupiah ). 

(2) 	Biaya pencatatan dan penerbi tan Kutipan Akta 
Perceraia~ Warga Hegara Asing ( 1 set untuk 
SuMi dan Isteri ) sebesar Rp. 50.000.- ( lhaa 
puluh ribu rupiah ). 

Pasal 8 

(1) 	Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka 
waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan 
Pengadilan Hegeri yang telah meapunyai kekuatan 
hukum tetap dikenakan biaya : 
a. 	Warga Hegara Indonesia sebesar Rp so.ooo.oo 

{ liaa puluh ribu rupiah ) ; 
b. 	Warga Negara Asing sebesar Rp 100.000.00 

{ seratus ribu rupiah ). 

{2) 	Biaya pencatatan sebagaiaana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini sudah termasuk biaya Kutipan 
Perceraian ( 1 set untuk Suami dan Isteri ). 

Pasal 9 

(1) 	Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan 
seterusnya untuk Narga Hegara Indonesia sebesar 
Rp 50.000.00 ( liMa puluh ribu rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan 
seterusnya untuk Marga negara Asing sebesar 
Rp 100.000.00 ( seratus ribu rupiah ). 

Bagian KeeMpat 
Biaya pencatatan Kematian 

Pasal 10 

(1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 
Kematian Narga Negara Indonesia sebesar 
Rp 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; 

(2) 	Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 
KeMatian Warga Hegara Asing sebesar Rp 5.000.00 

( li•a ribu rupiah ). 

r·.,' 

....:,... . 

http:5.000.00
http:100.000.00
http:50.000.00
http:100.000.00
http:so.ooo.oo
http:25.000.00
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Pasal ll 

(1) Biaya Kutipan Akta Keaatian Kedua dan seterus­
nya untuk Warga Nagara Indonesia sebesar 
Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ). 

(2) Biaya Kutipan Akta Kenaatian Kedua dan 
seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar 
Rp 10.000,00 ( Sepuluh ribu rupiah ) • 

Bagian Kelima 
Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Pasal 12 
.'"·''· 

;~~~;: 
(1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 

:	...~.-

-~(. ~ Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia 
sebesar Rp 25.000,00 ( Oua puluh li.a ribu;·o rupiah ) ; .;·. 

?~ 
(2) 	8iaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta 

Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar 
RP· 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ). 

Pasal 13 

(1) 	Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga 
Negara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 ( dua 
puluh liMa ribu rupiah ) ; 

(2) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga 
Negara Asing sebesar Rp 50.000,00 ( li.. puluh 
ribu rupiah ).:Q 

Pasal 14 

(1) 	Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan 
seterusnya untuk Warga Ne.gara Indonesia sebesar 
Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan 
seterusnya untuk Warga Hegara Asing sebesar 
Rp 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ). 

Bagian Keenaa 
Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak 

Pasal 15 

( 1) Biaya pencatatan pengangka.tan anak oleh Warga 
Hegara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 ( dua 
puluh lima ribu rupiah ). 

\~. -'l 
----~----------~~~ ·=~~.:-~~
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(2) Biaya peneatatan pengangkatan anak oleh 
Negara Asing sebesar Rp 50.000,.00 ( liaa 
ribu rupiah ). 

Marga 
puluh 

Pasal 16 

aagi pencatatan pengangkatan anak yang 
.alabihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadi lan Negeri 
yang telah aempunyai kekuatan hukutn tetap dan atau 
tanggal pengukuhan Pengadilan Hegeri bagi 
Pengangkatan anak melalui Hotaris,. dikenakan 
biaya : 
a. 	Warga Hegara Indonesia sebesar 

(lima puluh ribu rupiah) ; 
b. 	Warga Negara Asing sebesar 

( set·atus r ibu rupiah ) • 

Bagian Kotujuh 

Biaya Pencatatan Perubahan Nama 


Pasal 17 

8iaya pencatatan perubahan 

Rp 50.000.00 

Rp 100.000.00 

nama sebesar 
Rp 	10.000,.00 ( sepuluh ribu rupiah ). 

BAB III 

8IAYA SALINAN AKTA 


Bagian Pertama 

Biaya Salinan Akta kelahiran 

Pasal 18 

(1) 	Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara 
Indonesia sebes.a r Rp 25.000,.00 ( dua puluh li•a 
ribu rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Salinan Akta Kelahiran Narga Negara Asing 
sebesar Rp so.ooo.oo (liMa puluh ribu 
rupiah ) • 

8agian Kedua 
Biaya Salinan Akta Perkawinan 

Paeal 19 

(1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Narga Negara 
Indonesia sebesar Rp 30.000,.00 (tiga puluh ribu 
rupiah) ; 

http:30.000,.00
http:25.000,.00
http:10.000,.00
http:100.000.00
http:50.000.00
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(2) 	Biaya Salinan Akta Perkawinan Narga Negara 
Asing sebesar Rp 60.000.00 (ana• puluh ribu 
rupiah) .. 

Bagian Ketiga 

Biaya Salinan Akta Perceraian 


Pasal 20 

(1) 	B.iay.a SAlinan Akta Perceraian Warga Negara 
Indonesia sebesar Rp 30.000.00 { tiga puluh 
ribU rupiah ) ; 

(2) 	eiaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara 
Asing sebesar Rp 60.000.00 ( enant puluh ribu 
rupiah ) • 

Bagian Keempa t 

Biaya Salinan Akta Kematian 


Pasal 21 

(1) 	Biaya Salinan Akta Kematian Nar·ga Negara 
Indonesia sebesaa~ Rp 10.000.00 ( sepuluh ribu 
rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Salinan Akta Keraatian Narga Negara Asing 
sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah). 

Bagian Kelinaa 

Biaya 6alinan Akta Pengakuan dan 


Pengesahan Anak 


Pasal 22 

(1) 	Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga 
Negara Indonesia sebesar Rp 30.000.00 ( tiga 
puluh ribu rupiah ) ; 

(2) 	Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Marga 
Negara Asing sebesar Rp 60.000.00 ( enam puluh 
ribu rupiah ) .. 

--·-.-<.-'• 

http:60.000.00
http:30.000.00
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BAB IV 


BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN 

DAN TANDA BUKTI PELAPORAN 


Pasal 23 

(1) 	Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil 
bagi Warga Hegara Indonesia sebesar Rp 
2.500.00 ( dua ribu liMa ratus rupiah ) ; 

(2) 	Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil 
bagi Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000.00 
( liaa ribu rupiah ). 

Pasal 24 

{1) 	Biaya pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti 
Pelaporan Warga Hegara Indonesia mengenai 
kelahiran. perkawinan, perceraian dan ke.atian 
yang terjadi di Luar Negeri sebesar 
Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ; 

(2) 	Pelaporan sebagaimana diaaksud ayat (1) yang 
-lebihi 

) 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang 
bersangkutan ke.bali di Indonesia dikenakan 
biaya sebesar Rp 20.000,00 ( dua puluh ribu 
rupiah ) • 

BAB V 

MUTASI DATA 


Pasal 25 


Besar biaya terhadap pelayanan yang diberi ­
kan untuk •utasi data adalah : 
a. 	Mutas.i data Akta Catatan Sipil ( Catatan 

Pinggir ) : 
1) Karena Kelahiran. 

Warga Negara Indonesia sebesar Rp 1.500,00 
.~... . 

( seribu liaa ratus rupiah ) ; 

Warga Hegara Asing sebesar Rp 3.000,00 

( tiga ribu rupiah ) ; 


2) 	Karena Perkawi nan 
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00 
( dua ribu liMa ratus rupiah ) 
Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 
( liMa ribu rupiah ) . 

3) 	Karena Perceraian 
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00 
( li.. ribu rupiah ) : 
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00 
( sepuluh ribu rupiah ) ; 

http:5.000.00
http:2.500.00


11 
4) Kat·ana KS~Ntian 

Narga Negara Indonesia sebesar Rp 1.500.00 
( seribU liMa ratus rupiah ) ; 
Warga Hegara Asing sebesar Rp 3.000.00 
( tiga ribu rupiah ) ; 

5) 	Karena Pengakuan Anak 
WArga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500.00 
( dua ribu lisaa ratus rupiah ) .• 
Maa·ga Negara Asing sebesar Rp 5.000.00 ( li11a 
ribu rupiah ) ; 

6) 	Karena Pengakuan dan Pengesahan Anak 
Narga Negara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 
( liaa ribu rupiah ) ; 
War·ga Hegara Asing sebesar Rp 10.000.00 
( sepuluh ribu rupiah ) ; 

7) 	Karena Pengangkatan Anak ( Adopsi ) 
WArga Negara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 
( li•a ribu rupiah ) ;·c WArga Negara Asing sebesar Rp 10.000.00 
( sepuluh ribu rup1ah ) ; 

8) 	Karena Perbaikan Akta 
Warga Hegara Indonesia sebesar Rp 3.000.00 
( t i ga ribu rupiah ) .

• 
Narga Hagar· a Asing sebesar Rp 6.000.00 
( ana• 

.> 

ribu rupiah ) ; 
9) 	Karena &anti Na•a 

Marga Hegara Indonesia sebesar Rp 3.000,00 
( tiga ribu rupiah ) .

• 
Marga Hagara Asing sebesar Rp 6.000.00 
( ena~~ ribu rupiah ) . 

II 

10) 	Karena Pewarganegat·aan 
Marga Negara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 
( li.. ribu rupiah ) .• 
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000.00 
( sepuluh ribu rupiah ) .• 

11) 	Karena Penundukan Hukum 
Narga Hegara Indonesia sebesar Rp 2.500.00 
( dua ribu l ima ratus rupiah ) ; 
Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000.,00 
( li.a ribu rupiah ) ; 

b. Pengumuaan Perkawi nan 
1) 	Di Kabupaten Daarah Tingkat II Sidoarjo. 

warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500.00 
( dua ribu lima ratus rupiah ) ; 
Marga Negara Asing sebesar Rp s.ooo.oo 
( liMa ribu rupiah ) ; 

2) 	Di luar Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo 
warga Negara Indonesia s ebesar Rp 5.000.,00 
( liMa ribu rupiah ) ; 
Marga Negara Asing sebesar Rp 10.000.00 
( Sepuluh ribu rupiah ) ; 

http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:2.500.00
http:2.500.00
http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:6.000.00
http:6.000.00
http:3.000.00
http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:5.000.00
http:2.500.00
http:3.000.00
http:1.500.00
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c. 	Izin Dispensasi Perkawinan 
Warga Neg.ara Indonesia sebesar Rp 10-000.00 
{ .sepuluh e·ibu r·upiah ) ; 
Warga Negara Asing sebesar Rp 25.000.00 { dua 
puluh li.a ribu rupiah ) ; 

d. 	Pengesahan Perjanjian Perkawinan 
Warga Negara Indone$ia sebesar Rp so.ooo.oo 
( liana puluh ribu rupiah ) ; 
Warga Negara Asing sebesar Rp 100.000.00 
( seratus ribu rupiah ) ; 

e. 	Surat Pengantar untuk pencatatan perka•dnan di 
luar Daer.ah/Neger i. 
Narga Negara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 
( liaa ribu rupiah ) ; 
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000.00 
( sepuluh ribu rupiah ) ; 

f. 	Biaya pencatatan perkawinan pada hari libur di 
luar ja• kerja. 
Marga Negara I ndonesia sebesar Rp 30-000.00 
( tiga puluh ribu rupiah ) ; 
Warga Hegara Asing sebesar Rp 60.000.00 { onam 
puluh ribu rupiah ) ; 

g. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk 
.andapat~an penetapan/keputusan tentang 
keterlambatan pendaftaran kelahiran. perkawinan 
dan perceraian yang dilaksanakan di luar 
Indonesia dan keMstian yang t erlambat 
pencatatannya. 
Marga Negara Indonesia sobesar Rp 2.500,00 
( dua ribu liaaa ratus a~upiah ) ; 
Marga Negara Asing sebesar Rp s.ooo.oo ( liMa 
ribu rupiah ) ;

0 	 h. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk. ~:..: .' 

..nda~tkan Keputusan tentang perceraian. 

Warga Negara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 

( liaa ribu rupiah ) ; 

Marga Negara A$ing sebesar 1o .. ooo.oo 

( ~apuluh ribu rupiah ) ; 


i. 	Surat Pangantar ka Pengadilan Negeri untuk 
-ndapatkan penetapan/keputusan tentang Adopsi. 
"'-r·g• Nagara Indonesia sebesar Rp s.ooo.oo 
( li.a ribu rupiah ) ; 

Marga Hegara Asing sebesar Rp 10.000.00 

( sepuluh ribu rupiah ) ; 


j. 	Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk 
..ndapatkan panatapan/keputusan tentang Akta 
Catatan sipil : 
Marga Hegara Indonesia sebesar Rp 2.500.00 
( dua ribu lima ratus rupiah ) ; 
Warga Negara Asing sebesar Rp s.ooo.oo ( liaa 
ribu r·upiah ) • 

-·,\ 

http:s.ooo.oo
http:2.500.00
http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:s.ooo.oo
http:s.ooo.oo
http:60.000.00
http:30-000.00
http:10.000.00
http:s.ooo.oo
http:100.000.00
http:so.ooo.oo
http:25.000.00
http:10-000.00
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BAB VI 

KETEHTUAH LAIN LAI N 


Pasal 26 

(1) 	8agi pemohon yang tidak Mampu. terhadap 
ketantuan biaya pelayanan catatan Sipil 
sebagai.ana diMaksud Pasal 2 sa•pai dengan 
Pasal 25 Peraturan Daerah i .ni dapat diberikan 
keringanan setinggi-tingginya sebesar 25 % 
( dua puluh lima perser atus ) ; 

(2) 	Keringanan biaya sebagaiaana diaaksud pada ayat 
(1) Pasal ini dapat diberikan setelah 
mendapatkan persetujuan Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan • dengan Keterangan tidak Mampu dari 
Kepal a Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui 
oleh Camat. 

Pasal 27 

Seaua peneriMaan hasil pelayanan Catatan 
Sipil Merupakan peneri~aaan Daerah dan disetor ke 

»
Kas Daerah aelalui Bendahar~a..an Khusus PeneriMa dan 
Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Oaerah Tingkat II Sidoarjo. 

BAB VII 

KETEHTUAH PIDAHA 


Pasal 28 


(1) 	Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Oaerah ini dianca• dengan pidana 
kurungan selaaa-laaanya 3 (tiga) bulan a tau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (liMa 
puluh ribu rupiah) ; 

(2) 	Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
ini adalah pelanggaran . 

BAB VIII 

KETENTUAN PENYIOIKAN 


Pasal 29 


(1) 	Selain oleh Pejabat Penyidik U•n•. penyidikan 
atas tindak pidana sebagaiaana dimaksud dalam 
Pasal 28 Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh 
Pejabat Penyidik Pega.ai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan­
nya ditetapk.fln sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

~· 

' 
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(2) 	Dalam melaksanakan tugas penyidikan. para 
pejabat sebagaiaana di•aksud pada ayat (1) 
Pasal ini, berwenang : 
a. 	_,neri~~~a laporan atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya tindak pidana ; 
b. 	111elakukan tindakan pertama pada saat i tu 

diteMpat kejadian dan aelakukan 
paMeriksaan ; 

c. n.enyuruh berhenti seseorang tersangka dan 
~~~etneriksa tanda pengenal diri tersangka ; 

·d. malakukan penyi taan benda dan atau surat ; 
e. 	Mengambil sidik jari dan memotret 

seseorang ; 
f. 	Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi ; 
g • 	 .andatangkan orang ahli ang diperlukan dala• 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; 
h. 	Menghentikan penyidikan setelah ..ndapat 

petunj.uk dari penyidik lBU. bahwa tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui penyidik u.um 
MeMberi tahukan hal tersebut kepa.da penuntut 
umum .• tersangka atau keluar·ganya ; 

i . .engadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat di pertanggungjawabkan. 

BAB IX 


\ KETENTUAN LAIN-LAIN 


Pasal 30 

Hal-hal yang belum diatur dalaM Peraturan 
Daerah irli sepanjang raengenai pelaksanannya akan 

-:, ,_ di tetapkan ke~~udian oleh Kepala Daerah. 

BA8 X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Peraturan Daerah ini tnulai berlaku pada tang­
gal di undangkan. 

http:petunj.uk
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---~. 
'·•. Agar SUP4Y• setiap orang mengetahuinya. 

•e.er·intahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini 
dalaa LetBbaran Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II 
Sidoarjo~ 

Ditetapkan di SIOOARJO 
Pada Tanggal 28 Juni 1997 

DEWAN PERWAKILAN AAKYAT OAERAH II 
TIHGKAT II SIOOA~O 

OAERAH TINGKAT 
R J 0 
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